
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGlHE

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA

PEMUNGUTAN RETRIBUSIJASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANGヽ 4AHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Mcnimbang  : bahwa untuk mclaksa■akan PaS劉  105 ayat(3)

Pcraturan I)acrah Nolmor l Tahun 2024 tcntang

PaJak Dacrah dan Rctnbusi Daerah,  perlu

l■enCtapkan PCraturan Bupati tentang Kctcntuan

Unユum dan Tata Cara Pernungutan Retribusi Jasa

Umum;

Mengingat 1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang
Pembentukan Peraturan perundang,undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana

telai beberapa kati diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahar1 Kedua Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia 'fehun 2022 Nomor 143,

Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);y$
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahar Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambalan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kaLi

diubai terakhir dengan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undalg-Undalg Nomor 2

TaL,,ur, 2022 tentang Cipta Ke4a menjadi

Undaflg-Undarrg (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014

tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan

Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten

Kepulauan Salgihe di Provinsi Sulawesi Utara

(Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 167, Tamba-han l€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5557);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023

tentang Ketentuan Umum Pajak Daeral dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahal

Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor

6881);

6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l,embararr

Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1

Tah;un 2024, Tambahal Lembaran Daerah

Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16);

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UMUM

DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA

UMUM.ν l)ン
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimalsud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

2. Bupati adalah Bupati Kepulaual Salgihe.

3. Pemerintah Daerah ada.lah Bupati sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan Daerah

yang memimpin pelaksalaal urusan

pemerintahar yang menjadi kewenangan

Daerah.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu

Bupati dan dewal perwakilan ral'lrat Daerah

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang m€njadi kewenangan Daerah.

5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut

Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai

pemLrayaran atas jasa atau pemberian izin

tertentu yang khusus disedia-kan dan/ atau

diberikan oleh Pemerintah Daera! untuk

kepentingan orang pribadi atau badan.

6. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang

pribadi atau Badafr yang menurut peraturan

perundang-undaagan diwajibkar untuk
melakukan pembayaran retribusi atas

pelayanan jasa umum.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau

modal yalg merupakan kesatuan, baik yang

melakukarr usaha maupun yang tidak

melakuka:r usaha yang meliputi perseroan

teibatas, perseroan komanditer, Perseroan

lainnya, Badan usaha milik negara, atau Badan

usaha milik Daerah, atau Badan usaha milik

desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun,

firma, kongsi, koperasi, dana pensiu[,

persekutual, perkumpulan. yalasan, organisasi

massa, orgalisasi sosial politik, atau organisasi

lainnya, lembaga dan bentuk Badar lainnVa,p 9
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termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk

usaha tetap.

8. Pemungutar adalah suatu rangkaian kegiatar

mulai dari penghimpunan data objek darl subjek

Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang

terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi

kepada wajib Retribusi serta Pengawasan

Penyetoramya.

9. Retribusi Pelayanan Kebersihan yang

selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi

yang dipungut sebagai pembayaran atas jasa

pelayalan persampahan/ kebersihan yang

disediakan oleh Pemerintah Daerai.

10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari hari

manusia dan/atau proses alam yang berbentuk

padat, baik yarrg berasal dari kegiatan rumah

tangga, yang berasal dari kawasan pemukimarl,

kawasan komersial, kawasal industri, kawasan

khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum atau

fasilitas lainnya tidak termasuk tinja dan

sampal. spesiirk.

1 1. Tempat Penampungan SaInpaI. Sementara yang

selanjutnya disingkat TPSS adalah tempat

untuk menampung sampah sebelum sampah

tersebut diangkut ke tempat pendauran ulang,

pengolahan, dan/atau tempat pengolahan

sarnpah terpadu dan/atau tempat pemrosesan

akhir.

12. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya

disingkat TPA adalah tempat untuk memproses

dan mengembalikan sampah kemedia

lingkungan secara arrlan bagi manusia dal
lingkungan.

13- Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang

selanjutnya disingkat SKRD adalah surat

ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya

jumlah pokok Retribusi yang terutang.Iyq



-5-

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah l,ebih Bayar

yang selanjutnya disingkat SKRDLB ada_lah

surat ketetapan Retribusi yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaral Retribusi karena
jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada

Retdbusi yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.

15. Surat Tagihal Retribusi Daerah yang

selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk
melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi

administratil berupa bunga dan/atau denda.

16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang

selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran Retribusi yang

telah dilakukan dengan menggunakan formulir

atau telah dilatukan dengan cara lain ke kas

Daerah melalui tempat pembayaran yang

ditunjuk oleh Bupati.

17. Instarsi Pemungut adalah Perangkat Daerah

yang melalmkan pemungutan Retribusi Daerah.

Pasal 2

Jenis Retribusi jasa umum yang diatur tata cara

pemungutannya dalam Peratura-n Bupati ini
meliputi:

a. pelayanankesehatan;

b. pelayanankebersihal;

c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan

d. pelayanan pasar.p.Q,
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(2)

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat penggunaan Jasa

Bagian Ketiga

Besaran Tarif

PaSa1 5
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BAB Ⅱ
RETRIBUSI PEI,AYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Objek

pasal 3
Objek Retribusi ada.lah pelayaaan kesehatan disemua fasilitas kesehatan yang dimitki
dan/atau dikelola oleh pemerintah Daerah.
Rincian objek Retribusi pelayanan kesehatan
meliputi:

a. pemeriksaan kesehatan umum;
b. pelayanan tindakan khusus;
c. pelayalan rawat inap; dan
d. pelayanan pemeri&saan penunjang medik.

PaSa1 4

Tingk:at penggunaan jasa diukur bcrdasarkan jenis

pClayanan' fre:kuenSi' kClaS pera｀
atan, danブ atau

jttak“mpuL

Strukur dan besatan tarif Retribusi pelayanan
kesehatan berpedoman pada peraturan Daeralt
Nomor I "fah:ur,jl 2024 tentang pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.fy'$
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Bagian Keempat

Tata Cara Pemungutan

Pasal 6

(1) Pemungutan Retribusi pelayanan kesehatan

dipungut berdasarkar SKRD atau dokumen lain

yang dipersamakan.

(2) SXRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus ditandatangani oleh pejabat yang

ditunjuk pada tiap fasilitas kesehatan.

(3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diadalan dan dianggarkan biaya pencetakannya

pada masing-masing fasilitas kesehatan.

(4) SKRD sebagai dasar pemungutan Retribusi

diterbitkan dengan format dan rincian sebagai

berikut:

a. lembar kesatu untuk Wajib Retribusi Jasa

Umum;

b. lembar kedua untuk Perangkat Daerah/unit

kerja pemungut Retribusi; dan

c. lembar ketiga untuk arsip pada Perangkat

Daerah/unit kerja pemungut Retribusi.

(5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana

dimaksud pada dalam ayat (1) antara lain:

a. karcis;

b. kupon; atau

c. kuitansi dan/atau nota pembayaian-

(6) Dokurnen lain sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) minimal memuat:

a. [ogo Pemerintah Daerah:

b, nama Perangkat Daerah/unit kerja

Pemungut Retribusi;

c. nomor dan seri;

d. nilai nominal;

e. nomor dan tahun Peraturarr Daerah atau

nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang

menjadi dasar hukum pemungutan

Retribusi; dar
f. kode sebagai alat pengamai.ly$l
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(7) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati irf .

(8) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) dinyatakan sah penggunaannya setelah

diberikan stempel Perangkat Daerai.

Pasal 7

(1) Dalam penyelenggaraal pemungutan Retribusi

pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan,

Bupati menunjuk bendahara penerimaan

/bendahara penerimaan pembantu.

(2) Bendaiara penerimaan/bendahara penerimaan

pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertugas menerima, menyimpal, menyetorkan

ke rekening kas penerimaan Daerah,

menatausahakan dan mempertanggung

jawabkar pendapatan Daerah yang diterimanya

baik tunai dan non tunai.

Bagian Kelima

Tata Cara Pembayaran

Pasa-l 8

(1) Wajib Retribusi Jasa Umum melakukan

pembayaran Retribusi paling larnbat 7 (tujuh)

hari sejak SKRD diterbitkan kepala fasilitas

kesehatan,

(2) Wajib Retribusi Jasa Umum membayar

Retribusi sesuai dengan besaran Retribusi yang

ditetapkan di dalam SKRD.

(3) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda

buki pembayaran Retribusi berupa SSRD atau
dokumen lain yalg dipersamakan sebagai

validasi pembayaran dan dicatatkan dalam

buku penerimaan Retribusi. |yq
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(4) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) tercantum dalam Larnpiran V yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(5) Waiib Retribusi Jasa Umum melakukan

pembayaran setelah SKRD diterima.

(6) Jatuh tempo pembayaran Retribusi adalah 1

(satu) hari setelah SKRD diterbitkan.

(7) Wajib Retribusi Jasa Umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) melakukan pembayaran

melalui:

a. uirtual account yar:g diberikan oleh fasilitas

kesehatan; atau

b. nomor rekening kas penerimaan Daerah.

(8) Bukti pembayaran Retribusi yang diterima

Wajib Retribusi Jasa Umum berupa tanda bukti
pembayaran.

Pasa.t 9

(1) Bendaiara penerimaan harus menyetorkan

seluruh hasil pungut Retribusi ke rekening kas

penerimaan Daerah paling lambat 1 (satu) kali
dalam 24 (dua puluh empat)jarn.

(2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dikecualikan bagi hasil pungutan Retribusi

yang ditedma pada bukan hari kerja balk yang

ditunjuk (sabtu, minggu, dan hari libur
nasiona-[), dapat disetorkan pada ha-ri ke{a
berikutnya.

(3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikecualikar bagi bendahara penerimaan

pada fasilitas kesehatan yang letak geo$alinya
jauh dari bank yalg ditunjuk, dengan rincian
sebagai berikut:

a, puskesmas Marore, puskesmas Tatoareng

dan puskesmas Nusa Tabukan disetor paling

lambat pada hari kerja pertama pada awal

bulan berikutnya; y l,
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b. puskesmas Lapango, puskesmas Kuma,

puskesmas Manalu, puskesmas PintaJeng

darl puskesmas Salurang disetor setiap 2

(dua) minggu atau 2 (dua) kali dalam bulan

berjalan; dan

c. puskesmas Manganitu, puskesmas Dagho,

puskesmas Kendahe dan puskesmas

Kalasuge disetor setiap 1 (satu) minggu atau

4 (empat) kali dalam bulan berjalan.

Bagian Keenam

Tata Cara Peaagihan

Pasal 10

(1) Penagihan Retribusi yang terutang

menggunakan STRD darr didahului dengan

surat teguran.

(2) Surat teguran sebagaimana dimal<sud pada ayat

(1) merupakan awal pelaksanaan tindakan
penagihan yang dikeluarkan oleh Bupati atau
pejabat yarg ditunjuk setelah 7 (tujuh) hari
ke{a terhitung sejak tanggal jatuh tempo

pembayaran.

(3) Daiam jangka wal<tu pa-Iing lama 7 (tujuh) hari
kerja terhitung sejak tanggal surat teguran
sebagaimana dimaksud pada (2) disampaikan,

Wajib Retribusi Jasa Umum harus melunasi

Retribusi yang terutang.

(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) tidak dapat dipenuhi oleh Wajib
Retribusi Jasa Umum, pelunasal Retribusi yang

terutang dilakukan melalui jalur atau prosedur
yang ditetapkan da-lam peraturan perundang-

undangan. n/, (/
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BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

Baglan Kesatu

ObJek

Pasa-l 11

(1) Objek Retribusi pelayanan kebersihan adalah

pelayanan persampahan dan kebersihan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah,

meliputi:

a. pengambilan/pengumpulan sampah dari

sumbernya ke lokasi pembuargan

sementara;

b. pengambilan, pengumpulan dan/atau
pengangkutar sampatr dari TPSS ke lokasi

TPA; dan

c. penyediaan lokasi TPA.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimarra

dimaksud pada huruf a adalah kantor

Pemerintah Daeralr, kantor pemerintahan,

gedung ibadah, dan sekolah serta pelayanan

kebersihan di kawasan pemukimar-r, kawasan

komersial, kawasan industri, dan kawasan

khusus dari sumber sampah sampai ke TPA

menjadi tanggung jawab pengelola kawasan.

(3) Apabila pengelola lcawasan pemukiman,

kawasan komersial, kawasan industri, dan

kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada

huruf d tidal< melakukan pengelolaan sampah

mandiri maka atan diselenggarakan pelayanan

persampahan dan kebersihan oleh Pemerintah

Daerah dan menjadi objek Retribusi. lrz$
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(4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum mampu

dan/atau tidak dapat menjalgkau pelayanal

kebersihan sebagaimana dimaksud huruf a,

maka pengelolaan sampair menjadi

targgungiawab lembaga pengelola sampah yang

dibentuk oleh rukun tetangga/rukun wilayah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendataan

Pasal 12

(1) Pendataan dilal<ukar terhadap calon Wajib

Retribusi Jasa Umum yang tidal< mendaftarkan

diri secara mandiri.

(2) Pendataan sebagaimala dimaksud pada ayat

(1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Perangkat Daerah yang membidangi

kebersihan melakukan pendataan terhadap

calon Wajib Retribusi Jasa Umum;

b. berdasarkan hasil pendataan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, Perangkat Daerah

menerbitkar surat pemberitaluan;

c. pemungut menyampaikan surat

pemberitahual sebagaimana dimaksud

dalam huruf b kepada calon Wajib Retribusi

Jasa Umum; dan

d. Perangkat Daerah menerbitkal nomor

pokok waiib Retribusi Daerah atas nama

Wajib Retribusi Jasa Umum dan

memberikan tanda terima kepada Wajib

Retribusi Jasa Umum.

(3) Surat pemberitahual sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat:

a. jenis pelayanan; dan

b. timbutan.JVl,
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(4) Format nomor pokok Wajib Retribusi Jasa

Umum sebagaimala dimaksud pada ayat (2)

huruf d tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisaikan dari

Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pendaftaran

Pasal 13

(1) Pendaftaran Wajib Retribusi Jasa Umum

dilakukan terhadap calon Wajib Retribusi Jasa

Umum ya:rg memperoleh pelayarral kebersihan.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilakukan oleh perorangan/individu

dan Badan dengan menggunakan formulir
pendaftaran dan melampirkan persyaratan

minimal berupa:

a. fotokopi kartu tanda penduduk, bagi

perorangan/ individu; atau

b. fotokopi dokumen pendirian Badan, bagi

Badan.

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat

i2) dapat dilakukan secara perorangarl/individu

maupun kolektif melalui rukun tetargga/rukun
warga atau melalui badan usaha.

(4) Dalarn hal pendaftaran secara kolektif melalui

rukun tetangga/rukun warga sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) wajib melampirkan

fotokopi surat keputusan pengangkatan rukun
tetangga/rukun warga dari kepala

kampung/lurah.

(5) Pendaftalan darl permohonal sebagaimana

dimatsud pada ayat (3) dapat diajukan secara

luar jaringan atau dalam jaringan melalui

pemanfataan teknologi informasi.y$l
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(6) Format formulir pendaftarai sebagaimana

dimatsud pada ayat (2) tercantum dalam

Lampirar I yang merupakan bagian tidak

terpisahkar! dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Pendaftaran mandiri, meliputi:

a. calon Wajib Retribusi Jasa Umum dapat

melakukan pendaftaran sebagai Wajib Retribusi

Jasa Umum secara mandiri dengal mengajukan

surat permohonan kepada Perangkat Daerah

yang membidangi pelayanan kebersihan dengan

melampirkal persyaratan dan mengisi formulir
pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (2);

b. berdasarkan surat permohonan sebagaimana

dimal<sud pada huruf a, Perangkat Daerah

melalrukal pemeriksaan terhadap persyaratan

darl formulir pendaftaran; dan

c. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pada huruf b, Perangkat Daerah

menerbitkan nomor pokok wajib Retribusi

Dacrall atas nama Wajib Retribusi Jasa Umum

dar memberikan tanda terima kepada Wajib

Retribusi Jasa Umum.

Pasal 15

Terhadap kegiatan yang bersifat insidentil baik

komersil dar non komersil akan diterbit-kan nomor

pokok wajib Retribusi Daerah khusus dan ketetapan

khusus. lvoI
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Bagian Keempat

Besaran Ta.rif

Pasal 16

Besaran tarif Retribusi pelayanal kebersihan
berpedoman pada peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2024 tellt.aIfg Pqjak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemungutan

pasal 17

(1) Pemungutan Retribusi pelayarrarr kebersihan
dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yaitu:
a. karcis;

b, kupon; atau

c, kartu langganan.

(3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) minima.l memuat:

a. logo Pemerintah Daerah;

b. nama perangkat Daerah pemungut
Retribusi;

c, nomor dan seri;

d. nilai nominal;

e. nor[or dan ta]rul peraturan Daera]r atau
nomor dan tanggal peraturan Bupati yang
menjadi dasar

Retribusi; darl

hukum pemungutan

f. kode sebagai alat pengaman.
(4) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tCrCantum  dalε un  La11■ piran  III

rner■lpaka■l  baglan tidak tcrpisahkan

Peraturan Bupat u■ i.

Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dinyatakan sah penggunaannya setelah

yang

dari

(5)

diberikal stempel perangkat Daerah.fyll



-16-

Pasal 18

(1) Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi

Jasa Umum dilakukan oleh petugas Retribusi.

(2) Pemungut menyampaikan SKRD atau dokumen

Iain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat

(1) kepada Wajib Retribusi Jasa Umum melalui

petugas Retribusi.

(3) Petugas Retribusi sebagaimara dimaksud pada

ayat (2) ditetapkan dengan surat keputusan

kepala Perangkat Daerah.

Bagian Keenam

Tata Cara Pembayaran

Pasal 19

(1) Wajib Retribusi Jasa Umum wajib membayar
Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau
dokumen lain sebagaimana dimal<sud dalam
Pasa.l 17 ayat (1).

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diiakukan secara tunai atau non tunai.

(3) Retribusi terutang sebagaimana dimal<sud pada
ayat (1) ditunasi oleh \trajib Retribusi Jasa
Umum sebelum jatuh tempo.

(4) Pembayaran dilunasi sekaligus oleh Wajib
Retribusi Jasa Umum.

pasal 20
(1) Retribusi yang ditagih oleh petugas Retribusi

diseror kepada bendahara penerimaan.
(2) Bendahara penerimaan menyetorkan hasil

penerimaan pembayaran Retribusi terutang ke
kas Daerah paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua
puluh empat) jam sejak hasil pungut Retribusi
diterima. irl 9y
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(3) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) bertugas menerima, menyimpan,

menyetorkan ke rekening kas penerimaan

Daerah, menatausaiakan dan

mempertaiggungiawabkan pendapatan Daerai
yang diterimanya.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Penagihan

Pasa-l 21

(1) Penagihan Retribusi yang terutang

menggunakan STRD dan didalului dengan

surat teguran.

(2) Surat teguran sebagaimana dimalsud pada ayat

(1) merupakal awal pelaksanaan tindakan

penagihan yang dikeluarkan oleh Bupati atau

pejabat yang ditunjuk setelah T (tujuh) hari

keda terhitung sejak tanggal jatuh tempo

pembayaran.

(3) Dalam rangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari

kerja terhitung sejak tanggal surat teguran

sebagaimana dimaksud pada ayat l2l
disampaikan, Wajib Retribusi Jasa Umum ya-ng

terutarlg.

(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) tidak dapat dipenuhi oleh Wajib

Retribusi Jasa Umum, pelunasan Retribusi yang

terutarg dilakukan melalui jalur atau prosedur

yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan.ly'0rif
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BAB IV

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPl JALAN UMUlν I

Bagian Kesatu

ObJCk

Pasal 22

{1) Objek Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan
umum adalah penyediaan pelayanan parkir di
tepi jalan umum yang disediakan Pemerintah

Daerah.

(2) Objek Retribusi pelayaran parkir di tepi jalan

umum sebagaimana dimal<sud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagiar Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi
jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan.

Baglan Kctiga

Besaran Tarif

Pasal24

Besaran tarif Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan

umum berpedoman pada Peraturarr Daerah Nomor 1

^fah:ur' 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemungutar

I'asa1 25

(1)Peinungutan Rctrわusi Pclayttlan Parkr di Tepl

Jalm Umum dipungut berdaS″k飩:レ%
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a. karcis dan/atau kupon;

b. kartu layanan; atau

c. dokumen 1ain.

(2) Dokumen lain sebagaimana di maksud hurufc
minimal memuat:

a. logo pemerintah Daerah;

b. nama Perar-tgkar Daerah;

c. nomor dan seri;

d. nilai nominal;

e. nomor dan tahun Peraturar Daerah atau

nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang

menjadi dasar hukum pemungutan

Retribusi; dan

f. kode sebagai alat pengaman.

(3) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum

dipungut di tempat pelayanan parkt di tepi
jalan umum yang dikelola oleh Perangkat

Daerah yang menyelenggaralal urusan

Pemerintal Daerah di bidarg perhubungan.

(4) Pemungutan Retribusi parkir di tepijalan umum

dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh

Kepala Perargkat Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

Bagiar Kelima

Tata Cara Pembayaran

Pasal 26

(1) Wajib Retribusi membayar Retribusi pelayanan

parkir di tepi jalal umrrm berdasarkan karcis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) d akukan secara tunai atau non tunai.

(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilunasi oleh wajib Retribusi Jasa Umum pada

saat melalukan parkir pada objek Retribusi

sebagimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).V$



BAB V

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kcsatu

Ob」 ck

Pasal 27

(11 Objek Retribusi pelayanan pasar adalah

penyediaan fasilitas pasar

tradisional/sederlrana, berupa pelalaran, los,

kios dan payung yang dikelola Pemerintah

Daerah, dan khusus disediakan untLrk

pcdagang.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar

yang dikcloia olch Badan usaha milik negara,

Badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis,

lokasi   dan   luas   fasilitas   pasar

dipakai/dimanfaatkan olch wttib Rctribusi.|

yang

協

20

(4) Hasil pemungutan Retribusi ]'ang dibayar secara

tunai diberikan petugas pemungut kepada

bendahara penerimaan untuk disetorkan kc kas

penerimaan Daerah.

(5) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud

p.rd.r .,r;ar (4) bertuBas menerima. menJimpan.

menyetorkan ke rekening kas penerimaan

Daerah. menatausahakan dan

mempertanggungja\r,abkan pendapatan daerah

]'ang diterimanya.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan .lasa
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Bagian Ketiga

Besaran Tarif

Pasal 29

{1) Besaran tarif Retribusi selama 1 (satu) tahun

berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1

Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimalsud pada

ayat (1) dapat dikonversi secara bulanan.

(3) Besaran uang muka sesuai dengan penetaparl

tarif Retribusi dan dibayarkan per tahun yang

akan diperhitungkan dengan besaran Retribusi

selama 1 (satu) tahun.

(4) Uang muka sebagaimana maksud pada ayat (3)

adalah sebagian dari harga yang dibayarkan

terlebih dahulu sebagai tanda jadi atau uang

muka juga bisa dianggap sebagai cicilan

pertama.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemunguta!

Pasal 30

(11 Pemungutan Retribusi pelayanan pasar

dilaksanalaa oleh Perangkat Daerah yalg

mengelola objek Retribusi pasar melalui petugas

yang ditunjuk dar ditetapkan dengar

keputusan Bupati.

(2) Pemungutan Retribusi Daeral1 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukar kepada wajib

Retribusi Jasa Umum di wilayah pasar

tradisional.

(3) Retribusi dipungut menggunakar SKRD

dan/atau dokumen lain yang dipersarnakan.

(4) Dokumen lain yalg dipersamakan sebagailnana

dimaksud pada pada ayat (3) dapat berupa kartu

kontrol, karcis, surat tanda setoran dan

kuitansi. w h



Bagian Kelima

Tata Cara Pembayaran

Pasal 31

(1) Pembayarar Retribusi dilakul<an secara tunai

atau non tunai.

(2) Retribusi sebagaimala dimaksud pada ayat (1)

wajib dilunasi oleh Wajitr Retribusi Jasa Umum.

(3) Hasil pemungutan Retribusi yang dibayar secara

tunai diberikan petugas pemungut kepada

bendahara penerimaan untuk disetorkan ke kas

penerimaan Daerah.

(4) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) bertugas menerima, menyimpan.

menyetorkan ke rekening kas penerimaan

Daerah, menatausahal<an dan

mempertanggungiawabkan pendapatan daerah

yang diterimanya.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

Dalam hal Wajib Retribusi Jasa Umum tertentu tidak

membayar tepat pada waktunya atau kurang

membayar, Wajib Retribusi Jasa Umum dikenal<an

sarrksi administratif berupa bunga sebesar 17o (satu

persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak

atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh

tempo pembayaran sampai dengan tanggal

pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24

(dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan

menggunatan STRD.fY4l
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BAB VII

KEBERATAN

Pasa1 33

(1) Wajib Retribusi Jasa Umum tertentu dapat
mengajukan kcberatan kepada Bupati atau
pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen
lain 1,ang dipersamalan.

(2) Keberatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan disertai alasan yang.jclas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka $,aktu
paling lama 3 (tiga) butan sejak tanggat SKRD
dikirim, kccualijika Wajib Rctribusi Jasa Umtim
dapat menunjukkan bahu,a jangka u,aktu
tersebut tidaL dapat dipenuhi karena keadaan
kahar.

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) meliputi:

a. bcncana alam:

b. kebakaran:

c. kerusuhan massal atau huru_hara;
d. wabah penyakit; dan/ atau
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan

Bupati.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda keu,ajiban

membayar Retribusi dan pelaksanaan
penagihan Retrjbusi.

(6) Keberatan dapat dilakukan terhadap Rctribusi
yang telah dibaryar sepenuhnva.

Pasal 34
(1) Pengajuan keberatan Retribusi sebagaimana

dimaksud pada dalam pasal 33 ayar {1)
dilakukan dalam hal Wajib Retribusi Jasa
Umum berpendapat bahwa terdapat kesalahan
penghitungan antara pelayanan objek Retribusi
vang diterima Wajib Retribusi Jasa Umum
dengan jumlah Retribusi yang dibayar.ry$
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(2) Keberatan Retribusi diajukan oleh Wajib

Retribusi Jasa Umum atau melalui perwal<ilan'

(3) Dalam hal Keberatan sebagaimana dimaksud

pada. ayat (2) diajukan oleh perwakilan, maka

Wajib Retribusi Jasa Umum harus memberikan

surat kuasa kePada PerwaklannYa.

(4) Dafam hal Wajib Retritrusi Jasa Umum

sebagaimana yang mengajukan keberatan

beiupa Badan, maka surat keberatan

ditandatangani oleh pimpinan Badan atau yang

dikuasakan melalui surat kuasa.

Pasal 35

(1) Pengajuan keberatan Retribusi dilakukar

melalui surat keberatan Retribusi yang

ditujukan kepada Bupati dengan tembusan

kepada Instansi Pemungut Retribusi dan

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusal
penunjang pemerintahan Daerah di bidang

pengelolaan keuangan Daerah.

(2) Surat keberatan Retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan

ketentuar:

a. dalam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan yangjelas;

b. 1 (satu) surat keberatan untuk 1 (satu)

SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan yang menjadi objek
keberatan Retribusi;

c. melampirkan asli SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan ultuk surat kepada
Bupati, dan fotokopi SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan pada surat
tembusan sebagaimaaa dimaksud pada ayat
(1);

d. mengajukan jumlah Retribusi yang
harusnya dibayar atau tidak dibayar disertai
alasan dan bukti yang mendukung; dalyq



Pasal 36

(1) Dalam hal surat keberatan ReLrjbusi dibuat

tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35 ayat (21, maka dalam

jangka waktu paling lambat 5 (1ima) hari kerja

setelah surat keberatan diterima, Bupati

mclalui kcpala PerangkaL Daerah yang

menr elenq,gc r:rla n urusir oenunjane.

pemerintahan Daerah di bidaurg pengeLolaan

kcuangan Dacrah mcnyampaikan surat

pemberitahuan kepada Wajib Retribusi Jasa

Urnurn atau penvakilannva.

(2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berisi ker-ajiban penyesuaian

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 ayat

(2) danjangka u,aktu perbaikan surat keberatan

Retribusi.

(3) Jangka u,aktu sebagaimana dimaksucl pada

ayat (2) adalah 7 (tujuh) hari kerja dihitllng
mulai tanggal surat pemberitahuan.M 

E

).5

e. surat kuasa apabila kcberatan diajukan

melalui per$'akilan Wajib Retribusi .lasa

Umum.

(3) Tanggal surat keberatan Retribusi diterima

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung

bcrdasarkan:

a. tanggal tanda terima surat apabila surat

kcberatan Wajib Retribusi Jasa Umum

disampaikan langsung oleh Wajib Retribusi

Jasa Umum atau peiwakilannya kepada

Bupati; dan

b. tanggal pengiriman yang tercantum dalam

dokumen apabila surat kcbcratan Relribusi

Llikirim mela-lur pos alau jasa pt ngiriman

dokumen sejenisnya.



Pasal 38

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk cialamjangka

waktu paling lama 6 (cnam) bulan sejak tanggal

surat keberatan diterima harus membcri

keputusan atas keberatan yang diajukan oleh

Wajib Rctribusi Jasa Umum dengan

menerbiLkan surat keputusan.

(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabar

yang ditunjuk dapat melakukan perneriksaan.

(3) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk
atas keberatan dapat berupa menerimn

seiuruhnya atau sebagian, menolak. atau

menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka u,'aktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) telah le\yat dan Bupati atau
pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu

keputusan, kcberatan _v-ang diajukan tcrscbut

diang.gap diterima seluru hnl.a. f!.,4

26

Pasal 37

(1) lnstansi Pemungut melakukan pemeriks.ran

keberatan dan bukti yang diajukan dalam

jangka u,aktu 10 (sepuiuh) hari kcrja sejak

tanggal surat keberatan Retribusi diterima dat.r

hasilnya dituangkar dalam laporan hasii

penelitian.

(2) Laporan hasil penelitian sebagaimana

djmaksud pada ayat (1) disampaikan kepada

Bupati dan menjadi dasar perLimbangan

diterima atau ditolaknya keberatan Retribusi

dari Wajib Rctribusi Jasa Umum.
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Pasal 39

Dalam jangka waktu 6 (enam) bulal sebelum

keputusan atas keberatan dikeluarkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Wajib Retribusi

Jasa Umum dapat melakukan perbaikan, tambahan

alasan, penjelasan tertulis, dan/atau melengkapi

bukti atas keberatan Retribusi yang disampaikal.

Pasal 40

Jika keputusan atas kebe.atan Retribusi

mengakibatkan perubahan data, mata Instansi

Pemungut melakukan perubahan pada basis data

Wajib Retribusi Jasa Umum dan mencetak SKRD

baru untuk pemungutan selanjutnya,

BAB Ⅵ ll

PENGEMBALIAN KELEBIImN PEMBAYARAN

Pasal 41

(1) Atas kelebihan pembayaran Retri.busi, Wajib

Retribusi Jasa Umum dapat mengajukan

permohonan pengembalian kepada Bupati atau

pejabat yarg ditunjuk.

(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka

waktu paling lama 6 (enam) bulal sejak

diterimanya permohonal pengembalial

kelebihan pembaya.ran Retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), harus memberikaa

keputusa-rr.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau

pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu

keputusan, permohonan pengembalian

pembayaran Retribusi diarggap dikabulkan dan

SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu

paling lama 1 (satu) bulan.y I
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(4) Apabila atau Wajib Retribusi Jasa Umum
mempunyai utang Retribusi lainaya, kelebihaa
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang Retribusi
lainnya.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 42

(1) Wajib Retribusi Jasa Umum dapat mengaiukan
permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Retribusi Daerah,

(2) Pengembalian kelebiharr pembayaran Retdbusi
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan apabila:

a. Retribusi yartg dibayarkan lebih dari jumlai
Retribusi terutang; atau

b. Retribusi yalg dibayarkan tidak seharusnya

menjadi Retribusi terutang.

Pasal 43

(1) Untuk mendapatkan pengembalian kelebihan

pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi Jasa

Umum mengajukan surat permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran

Retribusi.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati dengan

tembusan kepada lnstaisi Pemungut dan

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan penunjang pemerintahan Daerah di
bidang pengelolaan keuangan Daerah.

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan dengan

melampirkan: h,,L'- I
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a. fotokopi kartu tanda penduduk Wajib

Retribusi Jasa Umum;

b. SKRD asli atau dokumen lain yang

dipersamakal untuk surat kepada Bupati,

dan fotokopi SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakal pada surat tembusan

sebagaimara dimaksud pada ayat (2);

c. perhitungan jumlah kelebihal pembayaran

Retribusi;

d. fotokopi nomor rekening atas nama Wajib

Retribusi Jasa Umum; dan

e. surat kuasa apabila permohonan diajukan
melalui perwal<ilan Wajib Retribusi Jasa

Umum.

Pasal 44
(1) Bupati melalui Instansi Pemungut melakukan

pemeriksaan terhadap surat permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi

beserta lampirannya.

(2) Pemeriksaan sebagaimala dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan dalarn jangka waktu 10

(sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal

surat permohonal pengembalian kelebihan

pembayaran Retribusi diterima.

(3) Tanggal surat permohonal pengembalian

kelebihan pembayaran Retribusi diterima

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung
berdasarkan:

a. tanggal tanda terima surat apabila surat

permohonan pengembaliai kelebihan

pembayaran Retribusi disampaikan

langsung oleh Wajib Retribusi Jasa

Umum atau perwakilannya kepada

Bupati: darrv OI
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b. tanggal pengiriman yang tercanturn dalam

dokumen apabila surat permohonan

pengembaLian kelebiha! pembayaran

Retribusi dikirirn melalui pos atau jasa

pengirimarr dokumen sejenisnya.

(4) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Instansi Pemungut

dapat melakukan peninjaual ke lokasi objek

Retribusi dan meminta dokumen kelengkapan

lainnya kepada Wajib Retribusi Jasa Umum.

(5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dituangkan dalam laporan

pemeriksaan.

(6) Laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) disampaikar Bupati dan menjadi

dasar pertimbangan diterima atau ditolaknya

permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran Retribusi dari Wajib Retribusi Jasa

Umum.

Pasal 45

(1) Dalam hal permohonan sebagaimala dimaksud

dalam Pasal 43 ayat (1) diterima, Instansi

Pemungut menerbitkan SKRDLB kepada Wajib

Retribusi Jasa Umum.

(2) SKRDLB sebagaimana dimalsud pada ayat (1)

diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak

permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran Retribusi dinyatakan diterima oleh

Bupati.

Pasal 46

(1) Kepala Instansi Pemungut mengirimkan

SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal

45 ayat (1) kepada bendahara umum Daerah

paling lanbat 3 (tiga) hari kerja sejak

diterbitkannya SKRDLB.PT. 6
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(2) bendahara umum Daerah menerbitkan surat
perintah membayal kelebihan Retribusi Daerah
pa-ling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak

tanggal diterbitkannya SKRDLB.

(3) Kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan

dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6o110

(nol koma enam persen) per bulan dihitung da,ri

Retribusi yang lebih dibayar untuk paling larna

12 (dua be.las) bulan se a bagial dari bulal
dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(4) Dalam hal Wajib Retribusi Jasa Umum

diberikan imbalan bunga sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), bendahara umum

Daerah menerbitkan surat keputusan imbalan

bunga dalam jargka waktu paling lama 10

(sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu 2 (dua)

bulal sebagaimala dimatsud pada ayat (3)

dilampaui.

(5) Imbalan bunga sebagaimala dimaksud pada

ayat (3) dihitung sejak bulan pelunasan sampai

dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX

KERINGANAN,PENGURANGAN,PEIVIBEBASAN,

DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 47
(1) Bupati dapat memberikan keringanan,

pengurangan, pembebasan, dal/atau
penundaan pembayaran Retribusi Daerah

kepada Wajib Retribusi Jasa Umum.

(2) Keringanan, pengurangan, pembebasan,

dan/atau penundaan pembayaran Retribusi

Daerah diberikal berdasarkan permohonan

dari Wajib Retribusi Jasa Umum yang

ditualgkar dalam surat permohonan.ltl9



Pasal 48

(1) Keringanan Retribusi diberikan daiam bentuk:

a. angsuran pembayaran Retribusi; dan/atau

b. pembebasan sanksiadministratif.

(2) Pengurangan Retribusi diberikan dalam bentuk

pengurangan pembayaran terhadap pokok

Retribusi terutang.

(3) Pembebasan Retribusi diberikarl dalam bentuk
pembebasan pembayaran terhadap pokok

Retribusi terutang.

(4) Penundaan Retribusi diberikan dalam bentuk
pemberian keleluasaal pembayaran pokok

Retribusi terutang melebihi tanggal jatuh tempo

dan dengan tidak menjatuhkan sanksi

administratif atasnya.

Pasal 49
(1) Keringanar, pengurangan, pembebasar, dan

penundaan pembayaran Retribusi oleh wajib

Retribusi Jasa Umum diberikai berdasarkan

keadaarl:

a. pendapatar Wajib Retribusi Jasa Umum

hilang atau berkurarrg secara signifikan;

b. Wajib Retribusi Jasa Umum tidak

mendapatkan pelayanan yang penuh atas

objek Retribusi; dan/atau

c. terjadi bencana alam atau bencana nonalam

yang berakibat pada tidak berfungsi atau

kurang berfungsinya objek Retribusi.

(2) Selain keadaar sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), keringanan, Pengurangan,

pembebasan, dan penundaan Retribusi juga

dapat diberikan untuk menunjang program

pemerintah dan/atau Pemerintalt Daerah. JV $



Pasal 50

Keringanan, pengurangan, pembebasan, dal
penundaan Retribusi kepada Wajib Retribusi Jasa

Umum atas Retribusi terutang yang tercantum

dalam SKRD dar/atau STRD.

Pasal 51

(1) Wajib Retdbusi Jasa Umum menyampaikan

surat permohonan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 47 ayal l2'l kepada Bupati dengan

tembusan kepada Instansi Pemungut Retribusi

dan Perangkat Daerah yang melaksanakan

urusan penunjang pemerintahan Daerah di
bidaag pengelolaan keuangan Daerai.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimal<sud

pada ayat (1) memuat alasan dan keadaan yang

dialami Wajib Retribusi Jasa Umum yang dapat

menjadi dasar diberikannya keringanan,

pengurangarl, pembebasan, dal1 penundaan

Retribusi.

(3) Surat peflnohonan disampaikatr dengan

melampirkan dokumen berupa:

a. fotokopi kartu tanda penduduk;

b. SKRD asli atau dokumen lain yang

dipersamakan dan/atau STRD asli untuk
surat kepada Bupati, dan fotokopi SKRD

atau dokumen lain yang dipersamakan

dan/atau fotokopi STRD pada surat

tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1); dan

c. surat kuasa apabila permohonan diajukarr

melalui perwalilan Wajib Retribusi Jasa

Umum.

Pasa-l 52

(1) Bupati melalui Instansi Pemungut melakukan

pemeriksaan terhadap surat permohonan

beserta larnpirannya. lV q,
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(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakar dalarn jangka waktu lO

(sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal

surat permohona-n keringanan, pengurangan,

pembebasan, dan penundaan Retribusi
diterima.

(3) Tanggal surat permohonan keringanar,
pengurangan, pembebasan, dan penundaan

Retribusi diterima sebagaimaaa dimaksud pada

ayat (2) dihitung berdasarkaa:

a. tanggal tanda terima surat apabila surat
permohonan disampaikan langsung oleh

Wajib Retribusi Jasa Umum atau
perwakilannya kepada Bupati; dan

b. tangga.l pengAiman yang tercantum dalam

dokumen apabila surat permohonan dikirim
melalui pos atau jasa pengiriman dokumen

sejenisnya.

(4) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Instansi Pemungut

dapat melakukan peninjauan ke lokasi objek

Retribusi dan meminta dokumen kelengkapan

lainnya kepada W4jib Retribusi Jasa Umum,

(5) Hasil pemeriksaal sebagaimara dimaksud

pada ayat (4) dituangkan dalam laporan

pemeriksaan.

(6) l,aporan pemeriksaan sebagaimala dimal<sud

pada ayat (5) disampaikal Bupati dan menjadi

dasar pertimbalgan diterima atau ditolalmya

permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran Retribusi dari Wajib Retribusi Jasa

Umum.

(7) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimatsud
pada ayat (6) berisi pernohonEm keringalan,
pengurangan, pembebasan, dan penundaan

Retribusi diterima, maka dalam rekomendasi

dicartumkan besaran dan/atau jangka waktu
keringanal, pengurangan, pembebasan, danly

ち
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penundaar Retribusi yang al<an diberikan

kepada Wajib Retribusi Jasa Umum.

Pasal 53

(1) Dalam hal permohonan keringanan,

pengurangan, pembebasal, dan penundaan

Retribusi diterima berdasarkan laporan

pemeriksaan sebagaimala dimaksud dalam

Pasal 52 ayat (7) diterima, Bupati menerbitkan

Keputusan Bupati.

(2) Keputusaa Bupati sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) memuat besaran dai/atau jangka

waldu keringanan, pengurangan, pembebasan,

dai penundaal Retribusi yang a.l<an diberikan

kepada Wajib R€tribusi Jasa Umum.

BAB X

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH

KEDALUWARSA

Pasal 54

{1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi

menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu

3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya

Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi Jasa

Umum melakukan tindak pidana di bidang

Retribusi.

(2) Piutang Retribusi Daerah yang sudah

kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilakukan penghapusan.

(3) Penghapusan piutang Retribusi yai1g sudah

kedaluwarsa ditetapkan dengar keputusan

Bupati. V 3,
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Pasal 55

{1) Instansi Pemungut melal<ukan penelitiar dan

pemeriksaan data administrasi yarrg ada untuk
kepentingal pendataan piutang kedaluwarsa.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat melibatkan Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pen unjang

pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan

keuangan Daerah.

(3) Hasil penelitian darl pemeriksaan data

administrasi sebagaimana dimal<sud pada ayat

(1) dituangkan dalam laporan penelitian dan

pemeriksaan yang memuat jenis dan jumlah

Retribusi yang kedaluwarsa. dan memenuhi

persyaratan untuk dilakukan penghapusan

piutang.

(4) Lapora! sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disampaikan kepada Bupati bersama dengan

daftar usulan piutang Retribusi yang sudah

kedaluwarsa untuk dihapuskan.

Pasal 56

(l) Bupati menetapkan Penghapusan piutang

Retribusi yang sudah kedaluwarsa berdasarkan

laporan dan da-ftar usulan piutang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3).

(2) Penghapusan piutalg Retribusi yang sudah

kedaluwarsa dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.i/ 4/
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BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal .57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

di\rndangkan.

Agar setiap oiang mengetahuinya, memerintahkan

pengundalgal Peraturan Bupati dengan

penempatan dalam Berita Daerah Kabupatan

Kepulauan Sargihe. MCl

Ditctapkan di Tahuna

pada tangga1 20 Maret 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Diundangkan di Tahuna

pada tangga1 20 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIIIE,

CHTON HARRYヽVOLFF

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025

NOMOR 9



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATl KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

KETENTUAN Uヽ 4UMI DAN TATA CARA

PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM

FORMULIR PENDArrARANヽ VAJIB RETRIBUSIJASA UMUM

PEヽ′1[RINTAHAN KA3UPAT[NK〔 PUtAUAN SANG:HE Nomorformulir

DINAS_
A18 mat

FORMuLIR PEN DAFTARAN
WA」 IB RETRIBUSl」 ASA UM UM
PELAYANAN…

PERHATIAN:
a. Harap di isidenaan hurufcelal
b. Beri tanda v pada kotak E yanstersed,auntukjawabanyansdiberik.n
c. Setelah lormulir Pendallran ini diisi dan ditandatanga.i, har.p diserahi.n kemb.li kepada

Dinas.-. xabupaten Kepulauan sangihe
pa inE ambattansCa1,...,,..........,,...,,

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

‐´ `

■■口■■■■■

2. Kewa.caneaa6an

3. Alamet

_ lalan :

- Ru ku n reta nggalRukun wa€a

lPhoro copy Dllampi.kan)

E perumaran E*"

‐ ■ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

NPWRD YANG DIBERIKAN

N8m8」 elas  :

Tanda Tangan:

01lSi OtFH PETUGAS

Diterima Tanggal

Nama Jelas/NlP

Narna」 elas/NlP

Tanda tangan

MICH UNGARI

|  ‐
.

di



LAMPIRAN ll

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

KETENTUAN UMUlⅥ  DAN TATA CARA

PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM

KARTU NOヽ10R P()KOK WAJIB RETRIBUSl DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KEPUl.At」 AN SANGIHE

DINAS“ .
alalnat

BUPATI SANGIHE,

MICHAEL GARI

NAMA

ALAヽ4AT

NP、′RD

」ENIS

RETRIB USI」 ASA
UMUM

Tahuna′  ……………

KEPALA DINAS_

KARTU NPVVRD
Retribusi pelayanan 」asa lJrnum
pelaVanan.…

…………………

No Registrasi:… …………… .

NIP.



LAMPIRAN IH

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA

PEMUNGUTAN RE'rRIBUSI JASA UMUM

 ヽ    .|

OINAS… … SuRAT КETETAPAN RETRlBuSi DAERAH

(SκRO)
PERDA NO.l TAHUN 2024&P[RBUP NO TAHUN

NO.SKR0

AIAMAl
MASA

TAHUN

NAMA

ALAMAT

KOD[
REKEN[NG

URAIAN RETR!B U51」 ASA UMUM PELAYANAN…
,UMLAH(Rp)

41_2.0■ .02
Rp.

Rp.
像p.

Sewa 3ak

rumlah keretapan pokok ret.ibusi:

.rumlah Sanki: a. oenda

-lumlah Keseluruhan Retriburi

a

b

C.

Ha.a p pembaya ran dilakuka n secara non tunai

Apabila S(R0 ini tidak di b3varalau drbayarkan lewat

latuh lempo maka akan dikenakan Bunsa adm nistr.sl (1%)

s(RO ya.g sah adalah SKRO yanS tertanda t3ng.n

Tahuna.… …_._

K〔 PALA DlNAS.

Putih : Untuk Pembavar/Pe.yetor/Pihak (etisa

Mer.h : BendahaE Penerimaan

NIP

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

.Potone Di Sini_ . _

BUPATl KEPULAUAN SANGIHE,

´ ´ |

TANDA TERIMA

No.SKRO.

N'VVRD

Nama

Alamat

MICHAEL GARI

NPWRD

,ATuH TEMPO



LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA

PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM

DINAS¨ ¨ SuRAT κETETAPAN RETRlBuSi
DAERAH LEBIH BAYAR(SKROL3)

P[収 DA NO ■TAHU N 2024&P[R3UP NO TAHUN

Aしヽヽ IA i

TAHUN

NAMA

ALAMAT

KO DE
REК EN[NG

URAlAN RETRIBuS[」 ASA U M U M PELAVANAN¨ .

」U M LAH(Rp〕

4.12.0102
Rp

Rp_Sev、′a3●k

.lumlah S.nki ::. 0enda

b Kenalkan

l!m ah Keseluruhan Relribusi

b

Pem bav。
「
an mo「●lul Bank Sul● tGo dengan Nomo「

Rekening

SKRDtB van3 sah adolah SKRDLB yang tertanda tangan
Kepala Dina`

Tahuna..

K=PALA DINAS

Putih : u ntuk Pembaya r/Penyetor/Pihak (etlea

NIP

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

BUPATI KEPULAUAN SANGlHE,

TANDA τ[RIinA

No SKRD

NPヽA′RD

Nama

Alomat

MICHAEL UNGARI

NO.SKRD

MASA:… ………__

NPWR0

,ATUH TEM PO

Rp.

luml.h ketetap.n pokok.€tribusi:

Di



LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

KETENTUAN UMUMi DAN TATA CARA

PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM

FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

.・

´
 .う

ー

SuRAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

(SSRD)

NO SSRD.

a. Telah menerima uang sebesar

b. Terbilang

c- Dari Nama

Alamat

d. Sebagai Pembayaran

(ode Rekening 」unllah

Rp.

Tanggal Diterima L,ang

Nomor SKRD Tanggal Setor ........

Pembantu Bendahara
Penerimaan Pembantu

Petugas PemunBut Pembayar/Penyetor

NIP NIP NIP
ワ

BUPATI KEPULAUAN SANGlHE,

′

MICHAEL UNGARI



LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA

PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM

FORMAT SURAT TACIHAN RETRIBUSI DAERAH

No- Urut[)[NAS_

Nama

NPWRD

'Igl j:rlLrh tcr po

1:

Berdasarkan Pcraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajal< Daerah dan
Retribusi Daerah dan Pasal Peraturan Bupati Nomor... Tahun... tcntang KeteDtuan
Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum
Terctapat tagihan retribusi yanB masih harus dibayar dengan rincian sebaAai
berlkut:

■.  Retribusi yang kurang bayar

2.  Sa nksi Adininistrasi:

Denda

Rp… … …………

Rp… … …

3 jumlah yang masih harus dibayar (1+2) Rp¨

NOMORSTRD

TANDA TERIMA:

NPWRD

NAMA

ALAMAi

Yang Menerima

Terb i 1ang.........

Penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Pembantu/luru Pungut Retribusi
menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) per bulan.

■

Tahuna′ ……___Tahun.¨ __¨ _.

KEPALA DINAS¨ _

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NIP

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

,

‐  
‐

MICHAEL HUNGARI

STRD

(SuRAT TAG[HAN RETRIBuSl DAERAH)

|~

……… ..¨ _̈¨ ……. .¨ .… ……….__ _… …….… …….Potong Di Sin■ ¨……… ………… ……….… ……

PERHATIAN

Tahuna,

(


